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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauah mana peranan 
internal audit terhadap good corporate governance Pada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar. Adapun metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil temuan dari 
penelitian ini adalah pelaksanaan audit internal yang dilakukan oleh Internal 
Auditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
sudah dilakukan secara memadai, hal ini didukung oleh tingkat independensi 
internal audit sudah dilakukan dengan baik, dan selain itu kemampuan 
professional, lingkungan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 
sudah dilakukan secara baik. Hasil analisis mengenai tata kelola perusahaan 
(GCG) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar yang 
menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan perbankan sudah 
terwujud, karena dalam tata kelola perusahaan sudah didukung oleh adanya 
transparansi, kemandirian, akuntanbilitas, keterbukaan dan pertanggung-
jawaban. 
 
Kata Kunci : Internal Audit, Good Corporate Governance, Auditor Internal 
 
The purpose of this research is to find out how far the role of internal audit 
towards good corporate governance in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
Branch Office Makassar. The methods of analysis used in this research is a 
descriptive analysis. The result of this research is the implementation of internal 
audit that conducted by Internal Auditor of PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. Branch Office Makassar has performed adequately, this thing is supported 
by independent level of internal audit has performed good and moreover 
professional capability, work environment and the implementation of inspection 
have done properly. The analysis result regarding corporate governance (GCG) 
towards PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Makassar 
indicate that the implementation of banking corporate governance is already exist 
since in corporate governance has already supported by transparency, 
independency, accountability, openness and responsibility. 
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1.1 Latar Belakang 
Setiap perusahaan secara umum didirikan tentunya memiliki tujuan untuk 
memperoleh laba. Laba yang diperoleh berasal dari pemanfaatan sumber daya 
yang ada di perusahaan secara maksimal sehingga laba yang diharapkan untuk 
diperoleh juga maksimal. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari tingkat 
pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu 
mengusahakan agar jumlah laba yang diperoleh terus meningkat dari tahun-       
ke tahun merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan.  
Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan 
usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan, baik dari dalam 
maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank 
menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional 
maupun risiko reputasi.  
Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dengan baik 
diperlukan upaya penyelamatan dan penyempurnaan yang meliputi produktivitas, 
efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan perusahaan. Seiring dengan 
semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang 
dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk 
mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dimana semakin besar 
kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan, pemborosan, serta 
kecurangan. Masalah-masalah internal yang muncul dalam organisasi sebagian 
merupakan tanda bahwa fungsi di dalam lembaga tidak dilaksanakan secara    




sehat. Mengatasi hal ini, salah satu fungsi yang harus diberdayakan secara 
konsisten adalah fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya 
pengendalian risiko manajemen, sistem pengendalian, dan penataan manajemen 
yang sehat untuk mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup usaha.  
Dalam pelaksanaan pengendalian dapat dilakukan secara langsung oleh 
anggota perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu departemen internal 
audit. Pihak manajemen dapat membentuk suatu departemen internal audit yang 
diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap 
pengendalian internal perusahaan. Struktur pengendalian internal dimaksudkan 
untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan 
data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya 
kebijaksanaan manajemen yang telah digariskan. Internal audit modern 
menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kontrol, 
kinerja, resiko, dan tata kelola (governance) perusahaan publik maupun privat. 
Good Corporate Governance juga menegaskan filosofi bahwa 
pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdiri perusahaan dan oleh 
karenanya semua pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk 
kepentingan perbaikan perusahaan. Good Corporate Governance pada dasarnya 
merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang 
mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan 
komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan Perusahaan. 
Pentingnya masalah peranan internal audit, maka penulis menentukan 
obyek penelitian pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Makassar, adalah salah satu perusahaan BUMN. Dimana dalam menunjang 
aktivitas perbankan yang selama ini dilakukan maka perlunya ditunjang oleh 
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adanya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini diatur dalam 
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 tentang penerapan tata 
kelola perusahaan yang baik (good corporate governane). Dimana dalam tugas 
dan wewenang internal auditor yakni fungsi dan peran internal auditor adalah : 
(1) memonitor dan mengevaluasi sistem pengendalian internal, (2) 
mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan good corporate governance. 
Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa fungsi dan peran internal audit bagi 
setiap perusahana perbankan (BUMN) sangat diperlukan. Dimana dengan peran 
internal auditor salah satunya adalah mengendalikan dan mengevaluasi 
pelaksanaan good corporate governance khususnya pada PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar. 
Penelitian sebelumnya membahas peranan internal audit dalam 
penerapan Good Corporate Governance  yang dilakukan Christine (2013) pada 
PT. XYZ Bandung menunjukkan hasil bahwa internal audit yang memadai 
mempunyai peranan dalam melaksanakan perwujudan good corporate 
governance yang efektif. Penelitian yang dilakukan Rezeki (2011) yang 
membahas peranan audit internal dalam penerapan good corporate governance 
pada PT. Bank XYZ Tbk Kanwil X, yang menunjukkan bahwa peranan audit 
internal dapat meningkatkan penerapan good corporate governance (GCG).   
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rezeki (2011). 
Namun fenomena yang terjadi selama ini khususnya pada PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar yang menunjukkan bahwa 
internal audit yang dilakukan selama ini kurang berperan sehingga menyebabkan 
pelaksanaan tata kelola bank belum dilakukan sesuai dengan kebijakan yang 




Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul:              
“Peran Internal Audit Terhadap Good Corporate Governance Pada PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar “. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: “ Apakah internal audit berperan dalam meningkatkan good 
corporate governance pada PT Bank Negara Indodnesia (Persero) Tbk Cabang 
Makassar “. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : “ Untuk mengetahui peranan internal 
audit terhadap good corporate governance Pada PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang Makassar “ 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan 
referensi serta menjadi rujukan dalam dunia akuntansi mengenai Peranan 
Internal Audit Terhadap Good Corporate Governance Pada PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi 
perusahaan serta sebagai bahan pertimbangan bagi Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI) dalam membuat aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan di masa yang akan 





1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam membaca penelitian ini, maka secara garis 
besar sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu : 
Bab I    Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka konsep, tinjauan empirik, 
dan kerangka pikir. 
Bab III  Metode penelitian membahas mengenai rancangan penelitian, lokasi 
dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
variabel penelitian dan definisi operasional, analisis data. 
Bab IV  Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang 
gambaran umum perusahaan, analisis peranan internal audit, analisis 
good corporate governance serta peranan internal audit terhadap good 
corporate governance 
BAB V  Penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah 




2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Teori Stakeholder 
Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan 
manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 
sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada 
perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). Fenomena seperti ini terjadi, 
karena adanya tuntutan dari mayarakat akibat negative externalities yang timbul 
serta ketimpangan sosial yang terajadi (Harahap, 2002). Untuk itu, tanggung 
jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi 
(economics focused) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan 
memperhitungkan faktor-faktor social (social dimentions) terhadap stakeholders, 
baik internal maupun eksternal.  
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 
memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat 
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, 
stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti; pemerintah, 
perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di 
luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para 
pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya 





Menurut Standard Research Institute dalam Noke Kiroyan (2006 : 48) 
mengemukakan bahwa stakeholder adalah kelompok-kelompok yang tanpa 
dukungannya berakibat organisasi tidak dapat melanjutkan keberadaannya. 
Kasali dalam Wibisono (2007 : 90) mengemukakan pengertian 
stakeholders sebagai berikut: Stakeholders internal adalah stakeholders yang 
berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan 
pemegang saham (shareholder). Sedangkan stakeholders eksternal adalah 
stakeholders yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau 
pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok 
social responsible investor, licensing partner dan lain-lain. 
Sedangkan Ketut Rindjin (2004 : 79) bahwa stakeholder adalah setiap 
individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 
tindakan, keputusan, kebijakan, praktek atau tujuan organisasi. 
Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa stakeholder merupakan setiap individu atau kelompok yang 
mempunyai kepentingan atau andil/peran terhadap keberlanjutan organisasi di 
masa mendatang. 
 
2.1.2 Pengertian Audit 
Pada dasarnya, auditing adalah kegiatan memperoleh bukti dan melihat 
derajat kesesuaian bukti tersebut dengan apa yang seharusnya ada pada 
sebuah laporan keuangan dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya 
terjadi (Rahayu dan Suhayati, 2010 : 1).  
Menurut Rahayu dan Suhayati (2010 : 1) mengatakan bahwa audit 
merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi 
bukti secara obyektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-
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tindakan tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan 
hasilnya kepada pengguna informasi tersebut. 
Mulyadi (2008 : 9) menyatakan audit adalah suatu proses sistematik 
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-
pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk 
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang 
telah ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang 
berkepentingan. 
Sedangkan Halim (2008 : 1) berpendapat bahwa audit adalah  suatu 
proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara 
obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi 
untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan 
kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai 
yang berkepentingan. 
Agoes (2012 : 3) mengemukakan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan 
yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, 
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan 
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat 
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 
Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan 
Perseroan Terbatas (PT) yang dikelola oleh manajemen profesional yang 
ditunjuk oleh pemegang saham. Biasanya setahun sekali dalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham akan meminta 





2.1.3 Pengertian Internal Audit 
Pada mulanya, audit hanya terbatas pada kegiatan menguji, mencocokkan 
dan membuat laporan mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. 
Dalam tahap ini, audit lebih banyak berperan pada bidang finansial dimana 
bertujuan menemukan dan mencegah kecurangan serta menemukan dan 
mencegah kesalahan. Sejalan dengan semakin besarnya skala perusahaan. 
manajemen mulai merasakan audit yang tidak hanya terbatas pada bidang 
finansial saja, tetapi diperluas kepada bidang non finansial. Untuk memenuhi 
tuntutan ini, lahirlah internal audit yang selain meliputi audit pada bidang 
finansial, juga meliputi evaluasi terhadap kecukupan sistem internal control dan 
kualitas kerja pelaksanaan dalam perusahaan. Hery (2010 : 38) mengemukakan 
bahwa internal audit adalah suatu fungsi pemeriksaan yang bebas dibentuk 
dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan menilai kegiatan-kegiatan 
perusahaan sebagai jasa bagi organisasi tersebut. 
Istilah internal audit terdiri dari dua kata yaitu internal (intern) dan auditing 
(audit). Bila diartikan secara sederhana internal audit adalah suatu audit yang 
dilakukan oleh pihak internal dalam arti oleh perusahaan dengan menggunakan 
pegawai perusahaan itu sendiri. Ini harus dibedakan dengan ekstemal auditing 
yaitu audit yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan atau pihak yang 
independen, dalam hal ini akuntan publik. 
The Institute of Internal Auditor dalam Statement of Responsibility of 
Internal Auditor yang dikeluarkan tahun 1957 menyatakan "Internal auditing 
adalah suatu kegiatan penilaian yang independen dalam organisasi untuk menilai 
operasi sebagai jasanya diberikan kepada manajemen. Jadi internal auditing 
merupakan pengendalian manajerial yang melaksanakan fungsinya, mengatur 
dan mengevaluasi keefektifan pengendalian lain". 
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Dari pengertian di atas maka sifat dari internal auditing adalah kegiatan 
penilaian yang tidak memihak dalam suatu organisasi untuk mengadakan audit 
didalam suatu akuntansi yang diperlukan perusahaan, audit keuangan dan 
operasi lainnya yang merupakan dasar untuk membantu manajemen. Pengertian 
lain dari internal auditing seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2009), sebagai 
berikut "Internal auditing merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang 
terdapat dalam organisasi perusahaan yang dilakukan dengan care audit 
akuntansi, keuangan dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk memberikan jasa 
kepada manajemen". 
Tim yang melaksanakan fungsi auditing di dalam perusahaan disebut 
internal auditor, yang mempunyai status sebagai pegawai perusahaan untuk 
melakukan audit. Keberhasilan tugas internal auditor ditentukan dari 
kecakapannya dalam memanfaatkan setiap informasi yang ada, yang 
berhubungan dengan kegiatannya. Guna menjamin hasil kerja dari bagian 
internal audit perlu diperhatikan kualifikasi yang baik dari pegawai bagian internal 
audit tersebut.  
Hery (2010 : 39) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu fungsi 
penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan 
mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi 
perusahaan “. 
Institute of Internal Auditor (IIA) dikutip oleh Messier (2005:514) 
mendefenisikan internal audit sebagai aktivitas independen, keyakinan objektif 
dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan 
operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya 
dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk 
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mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengeloaan resiko, 
kecukupan pengendalian, dan pengenloaan organisasi.  
Definisi ini mengandung pengertian bahwa internal audit merupakan 
suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan 
informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan 
internal audit dilakukan secara independen dan obyektif yang berarti tidak 
terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 
yang diaudit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan internal audit secara 
independen dan obyektif tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna 
informasi.  
Lembaga auditor internal profesional (Elder et al, 2011:450). menyatakan 
bahwa internal audit adalah suatu aktivitas assurance dan konsultasi yang 
independen, dan objektif yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan 
operasional perusahaan. Auditor internal membantu perusahaan mencapai 
tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan 
evaluasi dan peningkatkan efektivitas terhadap manajemen resiko, pengendalian 
dan proses tata kelola. 
Tugiman (2006 : 10) menyatakan bahwa internal audit merupakan elemen 
monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi, yang dibuat 
untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern 
lainnya. Selanjutnya Tugiman (2006 : 11) internal auditing adalah suatu fungsi 
penilaian yang independen dalam suatu organiasasi untuk menguji dan 
mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.  
Definisi lain menurut Agoes (2012:221) mengenai internal audit adalah 
pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusaahaan, baik 
terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusaahaan, maupun 
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ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan 
ketaatan terhadap pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang 
berlaku. 
Definisi di atas menunjukkan bahwa internal audit telah mengalami 
perkembangan. Lingkup internal audit tidak lagi hanya terbatas melakukan 
pemerikasaan di bidang keuangan saja, tetapi juga melakukan pemeriksaan di 
bidang lainnya seperti pengendalian, kepatuhan, operasional, dan lain-lain. 
Bertolak dari definisi-definisi di atas, dalam perkembangannya konsep 
audit telah mengalami perubahan. Peranan internal audit sebelumnya hanya 
sebatas sebagai pengawas di dalam perusahaan yang kerjanya hanya mencari 
kesalahan, sedangkan saat ini internal audit dapat memberikan saran dan 
masukan berupa tindakan perbaikan atas sistem yang telah ada.  
Oleh karena itu, saat ini internal audit dapat juga dikatakan sebagai 
konsultan perusahaan dalam mencapai tujuannya di masa yang akan datang. 
Internal auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan baik di bidang auditing 
sendiri maupun pengetahuan di bidang bisnis perusahaan agar dapat 
memberikan saran dan masukan berupa tindakan perbaikan tersebut. 
 
2.1.4 Tujuan Internal Audit 
Tujuan pelaksanaan internal audit adalah membantu para anggota 
organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. 
Untuk hal tersebut, auditor intern akan memberikan berbagai analisis, penilaian, 
rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang 
diperiksa. Tujuan pemeriksaan mencakup pula usaha mengembangkan 
pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar (Tugiman, 2006 : 43). 
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Tujuan utama pengendalian intern menurut Tugiman (2006:44) adalah 
“Meyakinkan keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi; kesesuaian dengan 
berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-
undangan; perlindungan terhadap harta organisasi; penggunaan sumber daya 
yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan”  
Tujuan internal audit menurut Hery (2010 : 39) adalah untuk membantu 
segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka 
secara efektif, dengan memberi merfeka analisis, penilaian, saran dan komentar 
yang obyektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.  
Menurut Institute of Internal Auditor (IIA) yang dikutip oleh Sawyer 
(2006:42) adanya internal audit adalah bertujuan untuk menentukan : 
1. Apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. 
2. Apakah resiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan 
diminimalisir. 
3. Apakah peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa 
diterima telah diikuti.  
4. Apakah kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi. 
5. Apakah sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 
6. Apakah tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. 
Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk 
membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan 
tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar 
mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal 
auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut.  
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1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari 
sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian 
operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan 
biaya yang tidak terlalu mahal. 
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur 
yang telah ditetapkan oleh manajemen. 
3.  Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan 
dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan 
dan penyalahgunaan. 
4. Memastikan bahwa pengelolan data yang dikembangkan dalam organisasi 
dapat dipercaya. 
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh manajemen. 
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas. 
 
2.1.5 Pelaksanaan Internal audit 
Pelaksanaan kegiatan internal audit merupakan tahapan-tahapan penting 
yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk 
menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses internal audit. 
Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan internal audit, menurut Tugiman 
(2006:53) adalah sebagai berikut : 
1. Tahap perencanaan audit 
2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi 
3. Tahap penyampaian hasil audit 
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4. Tahap tindak lanjut (follow up) hasil audit  
Penjelasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan Audit 
Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang palinng awal 
dalam pelaksanaan kegiatan audit inten, perencaan dibuat bertujuan untuk 
menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan 
audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-
hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. 
Tugiman (2006:53) menyatakan bahwa internal audit haruslah 
merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan 
dan harus  meliputi : 
a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan. 
b. Memperoleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-
kegiatan yang akan diperiksa. 
c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksan akan audit. 
d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu. 
e. Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-
risiko dan pengawasan-pengawasan. 
f. Penulisan program audit. 
g. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan 
disampaikan. 
h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. 
2. Pengujian dan pengevaluasin informasi 
Pada tahap ini internal audit haruslah mengumpulkan, mennganalisa, 
menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung 
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hasil audit. Menurut Tugiman (2006:59), proses pengujian dan pengevaluasian 
informasi adalah sebagai berikut : 
a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan 
dengan tujuan-tujuan pemeriksa dan lingkup kerja 
b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk 
membuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-
rekomendasi 
c. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk tehnik-tehnik pengujian 
d. Dilakukan penngawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, 
penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi 
e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan 
3. Penyampaian hasil pemeriksaan 
Laporan internal audit ditujukan untuk kepentingan manajemen yang 
dirancang untuk memperkuat penngendalian internal audit, untuk menentukan 
ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yanag telah ditetapkan oleh 
manajemen. Internal audit harus melaporkan kepada manajemen apabila 
terdapat penyelewengan/penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam 
suatu fungsi perusahaan dan memberikan saran-saran/rekomendasi untuk 
perbaikannya. 
Tugiman (2006:68) menyatakan bahwa internal audit harus melaporkan 
hasil audit yang dilaksanakannya yaitu : 
a. Laporan tertulis yang ditandatanngani oleh ketua internal audit 
b. Pemeriksa intern harus terlebih dahuku mendiskusikan kesimpulan dan 
rekomendasi 
c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu 
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d. Laporan haruslah mengemukakan tentanng maksud, lingkup dan hasil dari 
pelaksanaan pemeriksaan 
e. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi 
f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau 
rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan 
g. Pimpinan internal audit mereview dan menyetujui laporan audit 
4.  Tindak lanjut hasil pemeriksaan 
Internal audit terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow 
up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang 
dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Internal audit harus 
memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan 
berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah 
menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai 
temuan yang dilaporkan. 
 
2.1.6 Laporan Internal Audit 
Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, pemeriksa intern akan 
menuangkan hasil pemeriksaannya tersebut dalam suatu laporan. Laporan hasil  
audit harus memenuhi kriteria dan kualitas tertentu. Menurut Tampulon 
(2005:128) kriteria laporan adalah : 
1. Hasil audit yang dikomunikasikan harus mencakup tujuan, luas atau ruang 
lingkup, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak perbaikan yang telah 
disepakati bersama antara auditor dan auditee. Kesimpulan harus 
mencerminkan status dari isu-isu yang ditemukan, apakah : 




b. Risiko yang ada telah diberikan keringanan/kelonggaran ke tingkat yang 
dapat diterima, kecuali beberapa risiko utama yang mendapat catatan 
khusus yang memungkinkan beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi, 
atau 
c. Risiko tidak dapat diberikan keringanan/kelonggaran ke tingkat yang dapat 
diterima, sehingga beberapa tujuan tidak akan dapat dipenuhi. 
2. Observasi dan rekomendasi yang dimuat dalam laporan harus didasarkan 
pada atribut-atribut sebagai berikut : 
a. Kondisi, yaitu keadaan sebenarnya sesuai dengan bukti yang ditemukan 
auditor dalam kegiatan pemeriksaannya (what is !). dalam hal ini auditor 
mengidentifikasi sifat dan luasnya temuan atau sebuah jawaban dari 
kondisi yang tidak memnuaskan (what was wrong). 
b. Kriteria, yaitu standar, ukuran, atau harapan yang ditetapkan dan 
digunakan untuk melakukan evaluasi verifikasi (what should be/exist). 
Dalam financial audit, kriteria yang digunakan dapat berupa ketepatan. 
Konsistensi, materialitas, atau kepatuhan kepada ketentuan hukum, 
regulasi dan kebijakan perusahaan. 
c. Akibat yang mungkin ditimbulkan (effect), yaitu risiko yang diperoleh karena 
kondisi tidak konsisten dengan kriteria (the impact of the difference or what 
are the risks). Tingkat signifikansi dari konsidi atau temuan yang ada 
biasanya ditentukan dari nilai risikonya (potensi risiko atau hasil rating 
likehood dan impact. 
d. Penyebab (cause), yaitu alasan yang menyebabkan adanya perbedaan 
antara yang diharapkan (kriteria) dan kondisinya yang nyata (why the 
difference exist or why did it happen). Mengidentifikasi penyebab dari 
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kondisi atau temuan yang tidak memuaskan merupakan prasyarat bagi 
rekomendasi atau tindak perbaikan yang tepat. 
e. Rekomendasi, yaitu saran auditor untuk mengatasi risiko atau untuk 
mengatasi masalah yang ada (what should be done).  
Hubungan antara rekomendasi dan penyebab yang mendasarinya 
haruslah jelas dan logis. Rekomendasi harus secara tepat mengarah kepada apa 
yang harus diperbaiki atau diubah dan siapa yang bertanggunng jawab 
melakukannya. Biaya untuk mengimplementasikan dan memelihara rekomendasi 
tersebut harus selalu dibandingkan dengan risiko (cost effective). 
3. Auditor, harus mengkomunikasikan pendapatnya secara menyeluruh.  
Misalkan sebuah pendapat mengenai kuallitas dari Manajemen Risiko 
yang disertai rating lemah, memuaskan atau kuat, dan juga pendapat mengenai 
kuantitas dari risiko yang disertai rating rendah, moderat atau tinggi. Sedangkan 
kualitas laporan menurut Tampubolon (2005:131) adalah sebagai berikut : 
a. Komunikasi hasil audit harus akurat (benar,bebas dari error dan salah saji 
atau menyesatkan), objektif (wajar, netral dan tidak bias), jelas (logis dan 
mudah dimengerti), concise (langsung, hemat kata-kata dan tidak berulang-
ulang), konstruktif (mendorong kepada perbaikan, sistematis dan tepat waktu. 
b. Laporan hasil audit yang final harus dikomunikasikan secara tertulis. Apabila 
dalam laporan final ini terdapat error dan omission yang baru diketahui 
kemudian, kepada Satuan Kerja Internal audit (SKAI) wajib 
mengkomunikasikan informasi ini ke semua individu yang telah menerima 
laporan hasil audit final yang asli. 
c. Laporan hasil audit yang final ini harus didistribusikan (disseminate) kepada 
mereka yang berwenang, yaitu yang dapat memastikan bahwa hasil audit ini 
punya kaitan langsung dengan tugas mereka. Unsur-unsur laporan hasil audit 
adalah sebagai berikut: 
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1. Penjelasan tentang tujuan dilakukannya audit 
2. Ruang lingkup audit 
3. Penjelasan tentang standar-standar audit yang digunakan sehubungan 
dengan pemeriksaan yang telah dilakukan 
4. Hasil audit yang menjelaskan tentang obyek/prosedur yang belum 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan sampai sejauh mana 
penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi 
5. Penjelasan tentang hubungan antara penyimpangan yang terjadi dengan 
operasional perusahaan (secara keseluruhan) yang diperiksa 
6. Penjelasan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam 
pelaksanaan operasional perusahaan 
7. Menyajikan saran/rekomendasi mengenai usaha-usaha perbaikan yang 
dapat dilakukan oleh auditee berdasarkan pedoman sistem dan prosedur 
yang berlaku.  
Dengan penyusunan dan penyajian yang baik, diharapkan laporan hasil 
audit dapat membantu pihak-pihak yang memerlukannya dalam melaksanakan 
operasionalnya serta perbaikan maupun pengembangan dimasa yang akan 
datang. 
 
2.1.7 Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal audit 
Proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga merupakan 
elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut hasil 
temuan pemeriksaan (follow up). Tugiman (2006:75) menyebutkan : “Tindak 
lanjut (follow up) oleh internal audit diartikan sebagai suatu proses untuk 
menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan 
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yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang 
dilaporkan. 
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa internal audit harus terus-
menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa 
temuan-temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tidakan yang tepat dan 
tidak berulang untuk hal yang sama. Internal audit harus memastikan apakah 
suatu tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. 
Manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tidakan yang perlu 
dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan-temuan audit yang dilaporkan. 
Sedangkan pengendalian internal bertanggung jawab untuk memperkirakan 
suatu tindakan yang diperlukan manajemen, agar berbagai hal yang dilaporkan 
sebagai temuan audit tersebut dapat diselesaikan dan ditanggulangi secara tepat 
waktu. 
Dalam menentukan luas dari tindak lanjut, internal audit harus 
mempertimbangkan berbagai prosedur dari hal-hal yang berkaitan dengan tindak  
lanjut, yang dilaksanakan oleh pihak lain dalam organisasi. Menurut Tugiman 
(2006:76) berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan 
berbagai prosedur tindak lanjut: 
1. Pentingkan temuan yang dilaporkan 
2. Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 
yang dilaporkan 
3. Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal 
4. Tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan korektif 
5. Jangka waktu yang dibutuhkan. 
Sebagaimana dibutuhkan sebelumnya, pimpinan internal audit 
bertanggung jawab untuk membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian 
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dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan. Penjadwalan tindak lanjut harus 
didasarkan pada resiko dan kerugian yang terkait, dan juga tingkat kesulitan dan  
perlunya ketepatan waktu dalam tindakan korektif. Sedangkan dalam 
menetapkan berbagai prosedur dalam tindak lanjut, pimpinan internal audit harus 
mendasarkan pada hal-hal, Tugiman (2006:77) sebagai berikut: 
1. Suatu jangka waktu yang disediakan kepada manajemen untuk memberikan 
tanggapan 
2. Mengevaluasi tanggapan manajemen 
3. Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen (bila perlu) 
4. Pemeriksaan terhadap tindak lanjut 
5. Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai tentang tindakan 
yang tidak memuaskan, termasuk pemeriksaan resiko akibat tidak 
dilakukannya tindakaa korektif. 
Disamping prosedur, juga diperlukan cara untuk menyelesaikan tindak 
lanjut dalam pelaksanaan audit. Tugiman (2006:78) mengemukakan bahwa 
berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut secara 
efektif, yaitu:  
1. pengiriman laporan tentang temuan pemeriksaan kepada tingkatan 
manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-
tindakan korektif. 
2. menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap temuan 
pemeriksaan selama pelaks anaan dilakukan, atau dalam jangka waktu yang 
wajar setelah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan. Tanggapan-tanggapan 
akan lebih berguna apabila mencantumkan berbagai informasi yang cukup 
bagi pimpinan pemeriksaan intern untuk mengevaluasi kecukupan dan 
ketepatan waktu dari tindakan-tindakan korektif. 
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3.  menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik, 
untuk mengevaluasi status usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi 
yang sebelumnya dilaporkan. 
4.  menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang lain yang 
ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubung 
dengan proses tindak lanjut. 
5. melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status dari tanggapan 
terhadap berbagai temuan pemeriksaan. 
 
2.1.8 Pengertian Good Corporate Governance 
Moeljono (2005 : 87) menyatakan bahwa good corporate governance 
dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk 
bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Political 
governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Economic governance 
mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna 
meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan 
peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa 
penyelenggaraan setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan 
dengan bersih, efisien dan efektif. Menurut Moeljono (2005 : 88) mengemukakan 
bahwa good corporate governance sebagai prinsip dasar tata kelola usaha. 
Konsep Good Corporate Governance berkembang seiring dengan 
tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, 
bersih, dan bertanggung jawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban 
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publik terhadap semakin maraknya kasus-kasus penyimpangan korporasi di 
seluruh dunia. Selain itu, tuntutan ini juga mencerminkan keheranan publik 
mengapa kasus penyimpangan korporasi bisa terjadi dimanapun juga.   
Pada sisi lain, dapat dipahami bahwa di dalam era globalisasi dan 
persaingan dunia bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif perusahaan-
perusahaan dituntut menerapkan good corporate governance yang memuat 
ketentuan-ketentuan bagaimana perusahaan dimaksud berperilaku dan bertindak 
dalam menghadapi persaingan. Good Corporate Governance bukanlah semata-
mata persoalan membentuk organ-organ perusahaan seperti komisaris 
independen dan komite audit, tapi good corporate governance adalah bagaimana 
menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional melalui penerapan 
sistem akunting dan keuangan yang memenuhi standar serta bagaimana 
manajemen dilengkapi dengan sistem teknologi informasi yang mendukung 
operasional perusahaan. 
Good Corporate Governance mempunyai tujuan utama, Syakhroza (2002) 
yaitu : 
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 
2. Melindungi hak dan kepentingan stakeholders lainnya. 
3. Meningkatkan nilai saham dan perusahaan. 
4. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen. 
5. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan Manajemen. 
Untuk dapat mewujudkan Good Corporate Governance di setiap 
perusahaan atau organisasi, perlu dibangun beberapa sarana pendukung yaitu : 
1. Perumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan atau organisasi yang jelas. 
2. Struktur organisasi yang menjamin keseimbangan pembagian tugas dan 




3. Kejelasan tanggungjawab dan kewenangan serta mekanisme kerja. 
4. Budaya dan etika perusahaan. 
5. Sistem pengendalian dan pengukuran kinerja. 
Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya 
pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu pedoman umum Good Corporate Governance 
Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan Good 
Corporate Governance dalam rangka : 
1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan 
yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. 
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 
perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang 
Saham. 
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 
agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh 
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. 
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan 
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 
perusahaan. 
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, 
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus 
investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 
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Pedoman good corporate governance ini ditetapkan bagi semua 
perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar 
prinsip syariah. Pedoman Good Corporate Governance ini, yang memuat prinsip 
dasar dan pedoman pokok Good Corporate Governance, merupakan standar 
minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektoral yang 
dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berdasarkan 
pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang 
lebih operasional. 
Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan 
negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana 
masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh 
masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap 
kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan pedoman 
good corporate governance ini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan 
pedoman Good Corporate Governance ini sebagai acuan dalam menyusun 
peraturan terkait serta sanksi yang perlu dikenakan. 
Meski menyadari pentingnya Good Corporate Governance, saat ini masih 
sedikit perusahaan yang menerapkan prinsip ini. Masih banyak perusahaan 
menerapkan prinsip good corporate governance karena dorongan regulasi dan 
menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip sebagai 
bagian dari kultur perusahaan. Menurut Syakhroza (2002) secara tegas 
menyatakan bahwa Good Corporate Governance terdiri dari enam elemen,           
yaitu : 
1. Fokus pada board 
Board adalah pucuk pimpinan suatu organisasi yang bertanggungjawab untuk 
mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pemakaian sumber daya 
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agar selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks 
perusahaan Indonesia maka yang dimaksud dengan board adalah Dewan 
Komisaris dan Dewan Direksi. Mengapa Good Corporate Governance harus 
fokus kepada board karena dewan komisaris dan dewan direksi yang 
bertanggungjawab dan yang memiliki otoritas penuh dalam membuat 
keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan 
pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan 
perusahaan. 
2. Hukum dan peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan 
Suatu organisasi membutuhkan suatu perangkat hukum dan peraturan yang 
ditujukan kepada board untuk melindungi dan memagari agar keputusan yang 
dibuat board dapat independen, dan pengelolaan sumber daya perusahaan 
dapat optimal. 
3. Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomi dan 
produktif (E3P) 
Adanya seperangkat hukum dan peraturan sebagai upaya untuk memberikan 
pedoman yang berisi petunjuk dan batasan kepada board untuk bertindak 
lebih independen. Board Governance yang lebih baik tentu saja akan 
berupaya secara terus menerus bagaimana mengalokasikan sumber daya 
secara maksimal dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 
4. Melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparancy, 
accountability, responsibility, independency, fairness (TARIF). 
5. Tujuan organisasi/perusahaan 
Pentingnya penegakan corporate governance adalah merupakan cerminan 
keseriusan board dalam memberikan komitmen kepada pencapaian tujuan 
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perusahaan yang telah diterapkan. Untuk itu maka board akan menyiapkan 
suatu perangkat pengukuran kinerja yang link up (berhubungan) dengan 
tujuan organisasi yang dipakai oleh board sebagai alat untuk melakukan 
pemantauan dan mengendalikan kinerja perusahaan. 
6. Strategic control 
Fokus kepada board dan berorientasi kepada tujuan perusahaan, 
menunjukkan bahwa Good Corporate Governance merupakan alat 
pengendalian strategi perusahaan. 
Meskipun terdapat berbagai definisi tentang Good Corporate Governance 
dari berbagai pakar, pada hakekatnya secara keseluruhan terdapat beberapa 
aspek penting dari Good Corporate Governance yang dipahami berbagai 
kalangan dunia bisnis, antara lain : 
1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan 
diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, RUPS. Keseimbangan yang dimaksud 
adalah dalam hal aktivitas yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan 
mekanisme operasional masing-masing organ tersebut (keseimbangan 
internal). 
2. Adanya tanggungjawab perusahaan kepada stakeholders, yang meliputi hal-
hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan 
stakeholders, yang meliputi tanggungjawab pengelola perusahaan 
manajemen, pengawasan, kepada pemegang saham dan stakeholders 
lainnya. 
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan : (a) informasi yang 
tepat dan benar mengenai perusahaan, (b) berperan serta dalam 
pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan 




4. Adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang sahan (tidak 
terkecuali saham minoritas), berupa : (a) keterbukaan informasi yang material 
dan relevan, (b) melarang penyampaian informasi hanya untuk pihak tertentu 
yang dapat menguntungkan orang dalam. 
 
2.1.9 Azas-Azas Good Corporate Governance 
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas good governance 
diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut 
Zarkasyi (2008 : 39) asas good governance  yaitu : 
1. Transparansi (Transparency) 
Prinsip dasar, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 
perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan 
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 
Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya 
masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 
kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 
Pedoman Pokok Pelaksanaan : 
a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, 
jelas akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 
b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, 
misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan 
dan kompensasi pengurus, pemegang pengendali, kepemilikan saham oleh 
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota 
keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki 
benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan 
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pengendalian internal, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi 
kondisi perusahaan. 
c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 
kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak 
pribadi. 
d. Kebijakan perusahaan tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 
kepada pemangku kepentingan. 
2. Akuntanbilitas (Accountability) 
Prinsip Dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan 
kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola 
secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lain. Akuntanbilitas merupakan prasyarat yang 
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  
Pedoman Pokok Pelaksanaan : 
a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-
masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras 
dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. 
b. Perusahaan harus menyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua 
karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, 
dan perannya dalam pelaksanaan good corporate governance. 
c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang 
efektif dalam pengelolaan perusahaan. 
d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan 
yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi 




e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungajwabnya, setiap organ 
perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan 
pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
Prinsip Dasar, Perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan 
serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan 
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 
mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 
Pedoman Pokok Perusahaan : 
a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by laws). 
b. Perusahaan harus melaksanakan tanggungjawab sosial dengan antara lain 
peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 
perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelakansanaan yang 
memadai. 
4. Independensi (Independency) 
Prinsip Dasar, Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate 
governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 
diintervensi oleh pihak lain. 
Pedoman Pokok Perusahaan : 
a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi 
oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas 
dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, 
sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 
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b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 
tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-
undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab 
antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian 
internal yang efektif. 
5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 
Prinsip Dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 
Pedoman Pokok Perusahaan : 
a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 
kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat 
bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi 
sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-
masing. 
b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang 
diberikan kepada perusahaan. 
c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 












2.2 Penelitian Terdahulu 
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2.3 Kerangka Pikir 
Peranan internal audit dalam perusahaan khususnya pada PT Bank 
Negara Indonesia sangat berperan penting dalam memantau, memonitor dan 
mengawasi laporan keuangan perusahaan, dimana fungsi dan peran auditor 
internal adalah indenpendensi, kompetensi, program internal audit, pelaksanaan 
internal audit, laporan yang dihasilkan, tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan,  
hal ini dilakukan terhadap penerapan Good Corporate Governance. Karena 
dengan adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance melalui 
akuntabilitas, kewajaran, transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian. 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dituangkan dalam 
suatu skema kerangka pemikiran  dapat dilihat melalui skema dibawah ini : 
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3.1 Rancangan Penelitian  
 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini yaitu 
untuk menganalisis internal audit terhadap Good Corporate Governance pada  
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Makassar. Adapun desain 
penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif yaitu data dikumpulkan 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, 
dokumentasi, kuesioner serta hasil wawancara guna mendapatkan data yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar tepatnya pada PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk. berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.1 
Makassar. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai 
dengan bulan Maret tahun 2015. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini, populasi adalah responden yang menjabat sebagai 
divisi internal audit sebanyak 10 responden, kepala dan staf divisi keuangan 
sebanyak 12 responden, serta kepala dan staf divisi human resources 10 
responden sehingga totalnya sebanyak 32 responden dipilih untuk 
mengemukakan pendapatnya mengenai kuesioner yang diajukan dalam 






3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  
Variabel merupakan indikator penting yang menentukan keberhasilan 
suatu penelitian, maka definisi variabel dapat dikemukakan sebagai berikut: 
Internal audit adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan 
konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 
operasi perusahaan khususnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Makassar. Adapun indikator variabel internal audit yang digunakan 
menurut Hery (2010 : 73) adalah : 
1. Independensi 
2. Kemampuan profesional  
3. Lingkup pekerjaan 
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 
Penerapan Good Corporate Governance merupakan komitmen, aturan 
main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang 
mengatur hubungan antara shareholders dengan stakeholders untuk 
menciptakan nilai tambah (value added) bagi perusahaan, khususnya pada            
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar, Good Corporate 
Governance ini diukur dengan menggunakan indikator-indikator menurut Valery 
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1. Compliance Audit 




3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi (Pengamatan) yaitu bentuk penelitian dengan mengadakan 
pengamatan atau peninjauan secara langsung pada perusahaan PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makassar. 
2. Interview  
Interview, yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara secara 
langsung dengan pimpinan perusahaan dan sejumlah personil yang 




3. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 
pengumpulan data yang didasarkan pada pencatatan atau dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. 
4. Kuesioner  
Kuesioner, digunakan untuk mengetahui peranan auditor internal dalam 
meningkatkan Good Coorporate Governance yang dilakukan dengan cara 
menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada responden yang menjadi obyek 
dalam penelitian ini (Dewitasari, 2009 dan Rezeki, 2011). 
 
3.6 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: data kualitatif, 
yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian dalam bentuk informasi baik 
secara lisan maupun tulisan seperti struktur organisasi dan pembagian tugas. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh dari 
observasi, wawancara, dan konsultasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. 
 
3.7 Analisis Data  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah metode 
analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang menggambarkan peranan internal 
audit terhadap Good Corporate Governance PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang Makassar. 
Berdasarkan indikator dan skala pengukuran yang telah dikemukakan di 
atas, maka akan dibandingkan antara kondisi yang sebenarnya pada PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis 
40 
 
oleh penulis untuk mengetahui peran internal audit terhadap peningkatan Good 
Corporate Governance, maka dikumpulkan penilaian atas hasil kuesioner dengan 
menggunakan perhitungan persentase yang menunjukkan besarnya peranan 
internal audit terhadap Good Corporate Governance. 
Perhitungan kuesioner menggunakan rumus Dean J. Champion dalam 
buku Basic For Social Research (1990 : 302) yaitu dengan menjumlahkan jumlah 





Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis, dapat 
diklasifikasikan secara umum sebagai berikut :  
1. Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan internal audit 
yang memadai adalah sebagai beritkut : 
Persentase Kriteria 
0% - 25% Internal audit tidak memadai 
26% - 50% Internal audit kurang memadai 
51% - 75% Internal audit cukup memadai 
76% - 100% Internal audit sangat memadai 
Sumber : Rezeki (2011) 
2. Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “perwujudan 
Good Corporate Governance” 
Persentase Kriteria 
0% - 25% Good Corporate Governance tidak terwujud 
26% - 50% Good Corporate Governance kurang 
terwujud 
51% - 75% Good Corporate Governance cukup terwujud 
76% - 100% Good Corporate Governance sangat 
Terwujud 
Σ Jawaban “Ya” 
Persentase  =                                                                      X 100 % 
        Σ Jumlah Kuesioner x Jumlah pertanyaan 
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3. Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “ Peran Internal 
audit dalam meningkatkan Good Corporate Governance” 
Persentase Kriteria 
0% - 25% Internal audit tidak berperan dalam 
meningkatkan Good Corporate Governance 
26% - 50% Internal audit kurang berperan dalam 
meningkatkan Good Corporate Governance 
51% - 75% Internal audit cukup berperan dalam 
meningkatkan Good Corporate Governance 
76% - 100% Internal audit sangat berperan dalam 
meningkatkan Good Corporate Governance 

















BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Makassar yang dikenal 
dengan call name “Bank BNI” didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Bank BNI 
semula berfungsi sebagai Bank Sentral.Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 
tahun 1949, Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat mengubah fungsi Bank 
BNI menjadi Bank Umum.Mulai saat itu Bank BNI mengarahkan usahanya untuk 
mendukung pembangunan sektor ekonomi. 
Setelah resmi berubah menjadi bank umum tanggal 15 September 1950, 
guna mendukung pengembangan ekspor nasional, pemerintah menunjuk Bank 
BNI sebagai Bank Devisa.Tugas ini dijawab dengan pengembangan bisnis 
jaringan cabang luar negeri. Pada tanggal 19 Nopember 1955 dibuka cabang 
luar negeri pertama di Singapura dan untuk tahun-tahun berikutnya menyusul 
kantor-kantor cabang Hongkong, Tokyo, New York, London dan Grand Cayman 
Island. 
Sebagai langkah antisipasi terhadap deregulasi sektor perbankan 
(Pakjun1983-Pakto   1988),  Bank  BNI  telah  melakukan  restrukturisasi  usaha  
secaramenyeluruh guna lebih adaptif dan fleksibel terhadap tingkat persaingan 
danperkembangan pasar saat itu. Pada tangga) 25 Nopember 1996 Bank BNI 
menjadibank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan publik dengan 
mencatatkansahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. 
Memasuki pertengahan tahun 1997 Bank BNI tidak luput dari dampak 
negatif akibat krisis ekonomi yang tengah melanda kawasan Asia. Beratnya 
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dampak tersebut ditunjukkan oleh kerugian yang cukup besar ditahun 1998 dan 
tahun 1999 (Rp.43,6triliun dan Rp.13,2 triliun). Tingginya angka kredit 
bermasalah dan negative spread menjadi faktor yang dominan dalam 
menurunkan tingkat keuntungan (profitabilitas) dan kesehatan (solvabilitas) bank 
secara signifikan. 
Pada tanggal 30 Juni 1999, Bank BNI telah melakukan penambahan 
modal melalui program rekapitalisasi dengan jalan melakukan Penawaran Umum 
terbatas Saham Seri C dengan nominal Rp.25,- perlembar. Hasil penawaran 
tidak seluruhnya diserap masyarakat, sehingga kelebihan penawaran otomatis 
menjadi hak pemerintah (sebagai stand by buyer).Saham yang menjadi hak 
pemerintah telah dibuku oleh Bank BNI dalam komponen modal dengan 
berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.21 
tentang “kuntansiEkuitas” hingga program rekapitalisasi terealisasi dan didukung 
oleh PP No.52/1999. 
Pada posisi per 31 Desember 1999 Bank BNI tercatat menjadi salah satu 
bank terbesar di Indonesia dengan asset sebesar Rp.97,72 triliun didukung oleh 
14.738 karyawan, 12 kantor wilayah dan 628 kantor cabang. Bank BNI juga 
memiliki 6 kantor cabang luar negeri dengan dukungan sekitar 800 bank 
koresponden menjadikan Bank BNI sebagai bank domestik dengan jaringan 
Internasional yang luas. 
Khusus Bank BNI Cabang Mamuju meliputi daerah kerja Propinsi 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua (d/h Irian 
Jaya) dan Propinsi termuda Sulawesi Barat dengan 52 kantor cabang/capem. 
4.1.2 Struktur Organisasi PT Bank BNI Cabang Makassar 
Pola penataan struktur organisasi Bank BNI Cabang Makassar 
mempertimbangkan pada 3 unsur pokok adalah sebagai berikut : 
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1. Menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pelaksanaan strategis bisnis 
Bank BNI. 
2. Pola semi Strategic Business Unit (SBU) dimana unit-unit organisasi 
dikelompokan kedalam SBU Corporate Banking, Retail Banking, 
International Banking, Treasury Banking, Perusahaan Anak dan Strategic 
Functional Unit (SFU) Perencanaan & Pengembangan, Keuangan & 
Pengendalian. 
3. Ditata berdasarkan 3 (tiga) asas organisasi modern, yakni:  
 Simplikasi kerja (simplication of work). 
 Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha (internal 
daneksternal).  
 Berorientasi terhadap pasar dan kepuasan nasabah (market oriented 
dan costumer satisfaction). 
Pada level unit Kantor Wilayah berfungsi selain sebagai functional unit 
juga sebagai business unit dengan melakukan pelayanan pemberian kredit pada 
segmen middle market. 
Adapun Misi Kantor Wilayah adalah melakukan penyeliaan dan 
pengembangan usaha/bisnis segmen menengah melalui Cabang-cabang yang 
dibawahinya agar dapat memberikan kontribusi laba yang optimal dan 
menciptakan hubungan antara Kantor Besar dengan Cabang yang lebih 
terkoordinasi dan berkesinambungan. 
Perangkat organisasi Bank BNI Cabang Makassar dengan fungsi-fungsi 
pokok adalah sebagai berikut: 
1. Pemimpin Wilayah (PW) 
Melakukan supervisi langsung pada unit-unit Kontrol Intern, Wakil Pemimpin 
Bidang Pembinaan Cabang, Kelompok Pengendalian Risiko Kredit, 
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Kelompok Pengelolaan Kredit Khusus, Pengelolaan Pemasaran Bisnis, 
Kelompok Penunjang dan Bagian Umum. 
2. Wakil Pemimpin Bidang Pembinaan Cabang (WPC) 
Melakukan supervisi langsung kepada Staf Pengembangan Ritel (SPR), 
Pengelolaan Sentra Pemrosesan Bisnis dan Pengelolaan Supervisi Cabang, 
dengan fungsi pokok: 
a. Membantu mengembangkan bisnis Cabang dalam melakukan aktivitas 
bisnis ritel. 
b. Melakukan business assistance kepada nasabah cabang (ritel) agar 
dapat menjalankan usahanya dengan optimal bersama dengan BNI. 
c. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengembangan pemasaran ritel. 
3. Kelompok Pengelolaan Kredit Khusus 
Melakukan supervisi dan koordinasi unit Pengelolaan Kredit Bermasalah dan 
Pengelolaan Kredit Macet, dengan fungsi pokok: 
a. Melakukan    analisa   terhadap    kredit    golongan    lancar    yang   
akandi restrukturisasi. 
b. Mengelola penyelamatan kredit Non Performing Loan (NPL) yang masih 
mempunyai prospek usaha dan telah di restrukturisasi. 
c. Mengelola penyelesaian kredit hapus buku dan proses penyelamatan 
kredit-kredit macet 
d. Melakukan penilaian aspek hukum hubungan antara pihak bank dengan 
debitor. 
e. Mengelola laporan keuangan nasabahnya. 
4. Kelompok Pengendalian Risiko Kredit 
Melakukan supervisi dan koordinasi unit Bagian Administrasi Kredit dan 
Pengelolaan Analisa Kredit dengan fungsi pokok: 
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a. Memantau mutu/kualitas kredit dan mempersiapkan laporan tentang 
nasabah. 
b. Menyiapkan dan memastikan pelaksanaan dokumentasi nasabah 
segmen middle market. 
c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan penyedia jasa Notaris terkait 
dengan aspek yuridis jaminan dan pengikatannya. 
d. Menyusun laporan perkreditan. 
e. Melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diserahkan dari unit 
pemasaran. 
f. Menganalisa berbagai aspek penilaian kredit untuk menilai kelayakan 
usaha dan keuangan, menghitung kebutuhan fasilitas dan kecukupan 
jaminan. 
g. Mengelola/memelihara informasi nasabah baik intern maupun ekstern.  
5. Pengelolaan Pemasaran Bisnis, dengan fungsi pokok 
a. Melakukan penghimpunandana serta memasarkannya pada sektor-sektor 
prospektifsecara optimal. 
b. Membina hubungan, mencari peluang dan menganalisis potensi (wallet 
sizing) dan menganalisis tingkat risiko hubungan dengan debitur/calon 
debitur. 
c. Mengkoordinir perencanaan pemasaran produk kredit dan non kredit 
d. Mengelola informasi perkembangan pasar, penelitian dan analisis 
prospek produk/jasa Bank BNI pada Wilayah. 
e. Melakukan pengumpulan dan verifikasi data/informasi tentang kondisi 
debitur/calon debitur middle market untuk selanjutnya diserahkan kepada 
Kelompok Pengendalian Risiko Kredit. 
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f. Merekomendasikan permohonan kredit debitur/calon debitur sesuai 
sistem perkreditan Bank BNI. 
g. Memantau perjalanan proses kredit debitur. 
h. Membantu Cabang dalam menyelesaikan Masalah-masalah kredit middle 
market. 
6. Kelompok Penunjang 
Melakukan supervisi dan koordinasi pada unit-unit Pengelolaan Jasa 
Keuangan (JKW), Logistik & Material (LMW), Pengelolaan SDM, Keuangan 
Intern (KUW), Hukum (HKW) dan Teknologi (TNW), dengan fungsi pokok : 
a. Memberikan jasa konsultasi dan jasa pelayanan dalam upaya 
peningkatan./eebased income. 
b. Mengkoordinasikan dan mengelola hubungan jasa pelayanan yang terkait 
dengan instansi pemerintah/swasta serta mencari cara mengupayakan 
return yang optimal. 
c. Mengelola promosi produk Bank BNI Corporate di Wilayah dan Cabang. 
d. Mengelola kebijakan ALMA Wilayah, pengendalian likuiditas/nostro dan 
transaksi pasar uang dan valuta asing. 
e. Mengelola hubungan dengan nasabah BUMN, lembaga keuangan dan 
perusahaan afiliasi. 
f. Mengelola urusan logistik untuk keperluan Cabang. 
g. Mengelola dokumentasi property Bank BNI dilingkungan Wilayahnya. 
h. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan SDM untuk Wilayah 
dan Cabang.  
i. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan budaya kerja, pengendalian 
mutu terpadu dan gugus kendali mutu di Wilayah dan Cabang. 
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j. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dan penyusunan business 
plan Cabang dan Wilayah. 
k. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur perkreditan Cabang dan 
Wilayah.  
l. Memberikan layanan konsultasi hukum non-kredit, penyidikan kasus-
kasusdan penyimpangan lainnya.  
m. Memberikan dukungan dalam implementasi sistem aplikasi tehnologi 
Wilayahdan Cabang 
7. Kontrol Intern, dengan fungsi pokok: 
a. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan di unit-unit Kantor Wilayah 
sudah sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan. 
b. Memantau tindak lanjut hasil audit pada Kantor Wilayah. 
c. Mengelola seluruh Buku Pedoman Perusahaan di Kantor Wilayah, 
8. Bagian Umum dengan fungsi pokok mengelola masalah kepegawaian, 
logistik, administrasi umum Kantor Wilayah.  
Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT Bank Negara Indonesia Tbk. 









Struktur Organisasi PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk Cabang Makassar 
 






4.2 Hasil Analisis 
4.2.1. Deskripsi Profil Responden 
Pelaksanaan penelitian ini dititik beratkan dengan analisis peranan 
internal audit terhadap pelaksanaan tata kelola bank (good corporate 
governance) khususnya pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Cabang 
Makassar, sehingga dalam penelitian maka yang dijadikan responden yakni 
sebanyak 32 orang pegawai dari masing-masing divisi internal audit, kepala dan 
divisi keuangan dan SDM. 
Sebelum dilakukan pembahasan mengenai peran internal auditor 
terhadap tata kelola bank, maka terlebih dahulu akan disajikan deskripsi profil 
responden yang dijadikan sampel penelitian, dimana dalam deskripsi profil 
responden dapat meliputi : umur responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, 
lama kerja dan jabatan. 
Berikut ini akan disajikan deskripsi profil responden yang dapat disajikan 




Tabel 4.1. Profil Responden 
Uraian Frekuensi % 
A.Umur resp     
   1. 22-29 tahun 3 9,40 
   2. 30-39 tahun 9 28,10 
   3. 40-49 tahun 12 37,50 
   4. > 50 tahun 8 25,00 
Total respoden 32 100 
B. Jenis kelamin     
    1. Laki laki 18 56,25 
    2..Perempuan 14 43,75 
Total responden 32 100 
C. Pendidikan terakhir     
    1. D3 7 21,90 
    2. S.1 21 65,60 
    3. S.2 4 12,50 
    4. S.3 0 0,00 
Total responden 32 100 
D. Lama bekerja     
     1. 1-3 tahun 3 9,38 
     2. 4-5 tahun 11 34,38 
     3. > 5 tahun 18 56,25 
Total responden 32 100 
E.Jabatan     
    1. Internal audit 10 31,25 
    2. Kepala dan staf divisi keuangan 12 37,50 
    3. Kepala dan staf divisi human  10 31,25 
        Resources     
Total responden 32 100 
Sumber : Data primer, 2015 
  
Berdasarkan tabel 4.1 yakni deskripsi responden, dimana dilihat dari    
umur responden yang menunjukkan bahwa responden lebih banyak berumur 
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antara 40-49 tahun, sedangkan dilihat dari jenis kelamin responden lebih     
banyak laki-laki jika dibandingkan perempuan, hal ini dapat dikatakan bahwa 
rata-rata karyawan yang bekerja pada PT.  Bank Negara Indonesia (Persero), 
Tbk. Cabang Makassar lebih banyak didominasi oleh karyawan yang berjenis 
kelamin laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. 
Kemudian deskripsi responden menurut pendidikan terakhir, dimana 
responden yang dijadikan sampel penelitian sebagian besar berpendidikan 
sarjana (S1), hal ini dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja pada         
PT.  Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar sebagian besar 
berpendidikan sarjana (S1). Sedangkan dilihat dari lamanya bekerja        
karyawan, yang menunjukkan bahwa responden yang bekerja sudah lebih dari     
5 tahun, hal ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata karyawan yang bekerja       
pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar sudah 
memiliki pengalaman kerja yang lebih dari 5 tahun. 
Selanjutnya dari hasil deskripsi profil responden dilihat dari jabatan, maka 
dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa internal audit yang dijadikan 
sampel penelitian sebesar 10 responden, sedangkan kepala dan staf divisi 
keuangan sebanyak 12 responden, sedangkan kepala dan staf human resources 
sebanyak 10 responden. 
 
4.2.2. Analisis Persepsi Responden atas Pelaksanaan Internal Audit pada         
PT.  Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
 
Analisis persepsi responden pelaksanaan internal audit bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan internal audit pada PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero), Tbk. Cabang Makassar, dimana dalam pembahasan ini dapat 
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dikelompokkan dalam 3 bagian yakni : independensi, kemampuan professional 
dan lingkup pekerjaan. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, maka dapat 
disajikan hasil persepsi responden mengenai pelaksanaan internal audit yaitu 
sebagai berikut : 
 
a) Independensi Internal Audit 
Independensi dalam audit merupakan cara pandang yang tidak memihak 
dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan 
laporan audit. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat 
disajikan hasil persepsi responden mengenai independensi dalam pelaksanaan 




Tabel 4.2.  Hasil Persepsi Responden mengenai Independensi dalam  
      Pelaksanaan Internal Audit pada PT.  Bank Negara Indonesia  
     (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak resp 
1 Apakah hubungan departemen internal audit 7 25 32 
  dengan departemen yang diperiksa berlaku       
  hanya pada saat dilakukan audit, bukan sebagai       
  mitra dalam menyelesaikan tugas       
2 Apakah dalam menjalankan tugasnya, internal 26 6 32 
  audit telah memeriksa kegiatan dimana       
  mereka memiliki kewenangan atau tanggungjawab       
  didalamnya       
3 Apakah hasil pekerjaan internal audit ditinjau  32 0 32 
  dahulu sebelum laporan pekerjaan dikeluarkan       
  dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa       
  pekerjaan internal audit telah dilaksanakan secara       
  obyektif       
4 Apakah audit internal bertanggunjawab kepada 32 0 32 
  unit internal audit       
5 Apakah internal audit tidak mempunyai hubungan 28 4 32 
  kekerabatan dengan salah satu manajer atau staf       
  dari obyek yang sedang diperiksa       
6 Apakah antara internal audit dengan bagian dari 28 4 32 
  obyek yang sedang diaudit tidak sering terjadi       
  konflik saat pengungkapan yang benar       
7 Apakah internal audit mempunyai akses kepada 29 3 32 
  komite perusahaan       
Jumlah  182 42 224 
Sumber : Data primer, 2015 
Berdasarkan tabel 4.2 yakni persepsi responden mengenai independensi 
dalam pelaksanaan internal audit khususnya pada PT. Bank Negara Indonesia      
(Persero), Tbk. Cabang Makassar, yang menunjukkan bahwa hubungan 
departemen internal audit dengan departemen yang diperlukan hanya berlaku 
saat dilakukan audit bukan sebagai mitra dalam penyelesaian tugas, sehingga 
dari 32 responden yang dijadikan sampel penelitian lebih banyak yang 
memberikan jawaban tidak setuju, alasannya karena hubungan internal audit 
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dengan departemen yang diperlukan berlaku tidak hanya saat dilakukan         
audit, namun juga sebagai mitra dalam penyelesaian pekerjaan dari setiap 
lingkup pekerjaan yang dilakukan selama ini. 
kemudian dilihat dari tugas dan peran internal dalam melakukan audit 
internal telah memiliki kewenangan dan tanggungjawabnya. Dimana sebagian 
besar responden memberikan jawaban setuju (Ya), hal ini didasari dari struktur 
organisasi maka fungsi dan peran internal audit yang sudah memiliki tugas dan 
tanggungjawab yang telah diberikan oleh pimpinan cabang. Sehingga 
pertanyaan bahwa hasil pekerjaan internal audit ditinjau terlebih dahulu sebelum 
laporan pekerjaan dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa 
pekerjaan internal audit telah dilaksanakan secara obyektif, sehingga responden 
memberikan jawaban setuju (Ya), hal ini dapat dikatakan bahwa dalam    
pelaporan hasil audit oleh internal audit selalu dilakukan peninjauan terlebih 
dahulu guna dapat memberi jaminan bahwa pekerjaan internal audit telah 
dilakukan secara obyektif. selanjutnya pertanyaan bahwa internal audit 
bertanggungjawab dengan unit internal audit maka responden memberikan 
jawaban setuju (Ya), berarti internal audit dalam melakukan pekerjaan 
pemeriksaan sudah bertanggungjawab penuh dengan unit internal audit. 
Selanjutnya pertanyaan bahwa internal audit tidak mempunyai hubungan 
kekerabatan dengan salah satu manajer atau staf dari obyek yang sedang 
diperiksa, maka sebagian besar responden memberikan jawaban setuju (Ya), hal 
ini dapat dikatakan bahwa sebagian yang bertugas sebagai internal audit tidak 
memiliki hubungan kekeluargaan dengan setiap obyek yang akan diperiksa. 
Kemudian pertanyaan bahwa apakah tidak ada konflik antara internal 
audit dengan bagian yang sedang diaudit, maka dari 32 responden yang diteliti 
lebih banyak yang memberikan jawaban setuju (Ya), hal ini dapat dikatakan 
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bahwa hubungan antara internal audit dengan obyek yang sedang diperiksa 
terjalin kerja sama yang baik dan konflik antara internal audit dengan bagian 
yang diperiksa tidak pernah terjadi. Selanjutnya dari persepsi responden 
mengenai internal audit mempunyai akses kepada komite perusahaan, maka 
sebagian besar responden memberikan jawaban Ya, berarti internal audit 
mempunyai akses kepada komite perusahaan. 
Kemudian akan disajikan perhitungan tingkat prosentase independensi 
yang dapat dihitung sebagai berikut : 
             182 
% Independensi  =                  x 100% 
   224 
      =  81,25% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa 
prosentase independensi sebesar 81,25%, hal ini dapat dikatakan bahwa 
independensi dalam pelaksanaan internal audit sudah sangat memadai. 
b)  Kemampuan Profesional 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar, maka dapat disajikan hasil persepsi 
responden dengan kemampuan professional internal auditor dalam melakukan 





Tabel 4.3. Persepsi Responden mengenai Kemampuan Profesional Internal 
      Auditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.  
                Cabang Makassar, 
 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak Responden 
1 Apakah setiap staf internal audit  3 29 32 
  mendapatkan sanksi jika pekerjaan       
  yang dilaksanakan tidak sesuai       
  dengan profesi berlaku       
2 Apakah bagian internal audit memiliki 28 4 32 
  pegawai yang berkualifikasi  dalam        
  
berbagai disiplin ilmu untuk melaksana- 
kan tanggungjawab pemeriksaan       
3 Apakah staf internal audit telah dan lulus 29 3 32 
  
dalam menjalani pelatihan bidang 
internal audit lewat masa pendidikan       
  (masa percobaan di perusahaan)       
Jumlah  60 36 96 
Sumber : Data primer, 2015 
Berdasarkan tabel 4.3 yakni persepsi responden dengan pertanyaan 
bahwa setiap internal audit mendapatkan sanksi jika pekerjaan yang 
dilaksanakan tidak sesuai dengan profesi berlaku, dan responden sebagian 
besar memberikan jawaban tidak, alasannya karena setiap internal audit tidak 
diberikan sanksi, maupun diberikan pengarahan guna memperbaiki cara kerja 
yang lebih baik dan sesuai dengan profesii yang berlaku. Selain itu staf internal 
audit kurang melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan profesi yang 
berlaku. 
Kemudian pertanyaan bahwa internal audit memiliki pegawai yang 
berkualifikasi dalam berbagai disiplin ilmu untuk melakukan tanggungjawab 
pemeriksaan, maka sebagian besar responden memberikan jawaban Ya, hal ini 
menunjukkan bahwa bagian internal audit sudah berkualifikasi dan memiliki 
tanggungjawab pemeriksaan dari berbagai disiplin ilmu. 
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Kemudian pertanyaan bahwa staf internal audit telah dan lulus dalam 
menjalani pelatihan bidang-bidang internal audit lewat masa pendidikan (masa 
percobaan di perusahaan), maka responden lebih banyak memberikan jawaban 
ya, hal ini dapat dikatakan bahwa staf internal audit telah lulus dalam menjalani 
pelatihan pelatihan atau masa pendidikan, sehingga akan disajikan tingkat 
perhitungan prosentase kemampuan professional dalam pelaksanaan audit     
yaitu sebagai berikut : 
                                   60 
% kemampuan profesional  =                      x 100% 
              96  
            =  62,50% 
Dari hasil perhitungan tingkat prosentase tersebut di atas maka dapat 
dikatakan bahwa tingkat professional yang dimiliki oleh internal auditor sudah 
cukup memadai karena nilai % memiliki kisaran antara 51%- 75%, hal ini dapat 
dilihat bahwa staf internal audit sudah berkualifikasi dalam pelaksanaan 
pemeriksaan dan selain itu staf internal audit sudah lulus menjalani pelatihan 
dalam bidang internal audit masa pendidikan. 
 
c) Lingkup Pekerjaan 
Berdasarkan hasil analisis ngenai kemampuan professional dalam    
bidang audit, maka akan disajikan persepsi responden mengenai lingkup 




Tabel 4.4. Hasil Persepsi Responden mengenai Lingkup Pekerjaan Audit 
      Internal pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Cabang Makassar 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak Responden 
1 Apakah dalam menentukan keandalan 32 0 32 
  informasi pihak audit intern juga melaku-       
  kan pengawasan yang efektif termasuk       
  penyimpangan catatan dan pelaporan       
2 Apakah dalam melaksanakan pekerjaannya 29 3 32 
  internal audit bertugas memastikan bahwa        
  yang ditetapkan oleh perusahaan telah        
  sesuai dengan kebijakan rencana dan        
  prosedur yang ditetapkan       
3 Apakah jika pihak internal audit menemukan 30 2 32 
  
penyimpangan dari standar operasional 
yang digunakan untuk mengukur keekono-       
  misan dan efisiensi penggunaan sumber       
  daya maka internal audit perlu memberi-       
  tahukan kepada yang bertanggungjawab       
  agar dapat dilakukan tindakan korektif       
Jumlah  91 5 96 
Sumber : Data primer, 2015 
Berdasarkan tabel 4.4 yakni persepsi responden mengenai lingkup 
pekerjaan dengan pertanyaan yaitu dalam menentukan keandalan informasi 
pihak audit intern juga melakukan pengawasan yang efektif termasuk 
penyimpangan catatan dan pelaporan, maka dari 32 responden semua 
responden memberikan jawaban ya, hal ini dapat dikatakan bahwa dalam 
menentukan keandalan informasi khususnya pada PT. Bank Negara Indonesia, 
Tbk. sudah melakukan pengawasan yang efektif termasuk penyimpangan 
catatan dan pelaporan. Kemudian pertanyaan apakah internal audit bertugas 
untuk memastikan bahwa yang ditetapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan 
kebijakan rencana dan prosedur yang ditetapkan, maka sebagian besar 
responden memberikan jawaban ya. Kemudian untuk pertanyaan apakah internal 
auditor menemukan penyimpangan dari standar professional yang telah 
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digunakan dalam mengukur keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber 
daya maka responden lebih banyak memberikan jawaban ya. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, maka akan disajikan 
tingkat prosentase ruang lingkup pekerjaan yaitu sebagai berikut : 
           91 
% Lingkup pekerjaan =                     x 100% 
           96 
             = 94,79% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
lingkup pekerjaan dalam pelaksanaan internal audit khususnya pada PT. Bank 
Negara Indonesia, Tbk. Cabang Makassar sudah memadai sebab internal   
auditor sudah melakukan pengawasan yang efektif dan sudah menemukan 
penyimpangan dari standar operasional mengenai efisiensi dan efektivitas 
sumber daya dan senantiasa melakukan tindakan korektif. 
d) Persepsi Responden mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 
Adapun hasil rekap tanggapan responden mengenai pelaksanaan 
kegiatan pemeriksaan dapat disajikan melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.5. Persepsi Responden mengenai Kegiatan Pemeriksaan Internal 
     pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Cabang Makassar 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak resp 
1 Apakah pihak internal audit harus memperoleh infor- 30 2 32 
  masi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa       
  guna pembuatan perencanaan pemeriksaan       
2 Apaka pihak internal audit harus mendiskusikan 28 4 32 
  kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak       
  manajemen sebelum mengeluarkan laporan akhir       
3 
Apakah staf internal audit sangat perlu melakukan 
monitor terhadap tindak lanjut untuk memastikan 30 2 32 
  bahwa pihak manajemen telah melakukan tindakan       
  yang tepat terhadap temuan audit yang dilaporkan       
Jumlah  88 8 96 
Sumber : Data primer, 2015 
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Tabel 4.5 yakni persepsi responden mengenai kegiatan pemeriksaan 
yang dilakukan oleh internal audit dengan pertanyaan bahwa apakah internal 
audit memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa dalam 
pembuatan perencanaan pemeriksaan, maka sebagian besar responden 
memberikan jawaban ya, sedangkan pertanyaan apakah internal audit 
mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak manajemen sebelum 
mengeluarkan laporan akhir, maka rata-rata responden memberikan jawaban Ya, 
dan pertanyaan staf internal audit melakukan monitoring terhadap tindak lanjut 
untuk memastikan bahwa pihak manajemen telah melakukan tindak lanjut 
terhadap temuan audit yang dilaporkan, maka sebagian besar responden 
memberikan jawaban Ya. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas 
akan disajikan perhitungan % pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yaitu sebagai 
berikut : 
         88 
% pelaksanaan kegiatan pemeriksaan  =                       x 100% 
 internal        96 
        =  91,67% 
Dari hasil perhitungan prosentase tersebut di atsa maka dapat 
diinterprestasikan bahwa pelaksanaan kegiatan audit internal yang dilakukan 
sudah memadai, sehingga akan disajikan tingkat % pelaksanaan audit internal 
pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Cabang Makassar yang dapat dilihat 




Tabel 4.6. Hasil Penilaian Audit Internal pada PT. Bank Negara Indonesia 
      (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
No Uraian Prosentase Keterangan 
1. Independensi 81,25 Sangat memadai 
2. Kemampuan professional 62,50 Cukup memadai 
3. Lingkup pekerjaan 94,79 Sangat memadai 
4. Pelaksanaan kegiatan 91,67 Sangat memadai 
  pemeriksaan     
Total skor 330,21 
Sangat memadai 
Rata rata 82,55 
Sumber : Hasil olahan data 
 
Berdasarkan tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan audit 
internal yang dilakukan oleh auditor internal, nampak bahwa pelaksanaan audit 
yang dilakukan oleh auditor internal sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari 
tingkat independensi dalam pelaksanaan audit internal sudah sangat memadai, 
selain itu kemampuan professional yang telah dilakukan sudah cukup memadai 
dan selain itu lingkup pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sudah 
memadai. 
 
4.2.3. Analisis Tata Kelola Bank (Good Corporate Governance) 
Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) adalah prinsip 
yang menganalisis dan mengenai perusahaan agar mencapai keseimbangan 
antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam manajemen perusahaan, 
sehingga dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sedikitnya memiliki 5    




Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dapat disajikan 
analisis pelaksanaan 5 C yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero), Tbk. Cabang Makassar yaitu sebagai berikut : 
1) Persepsi Responden mengenai Transparansi 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner khususnya Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar maka akan disajikan persepsi 
responden mengenai transparansi yang dapat disajikan pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.7. Persepsi Responden mengenai Transparansi dalam pelaksanaan 




Jawaban  Total 
Responden Ya Tidak 
1 Apakah perusahaan selalu memberikan  29 3 32 
  laporan keuangan dan analisis manajemen-       
  nya untuk dibagikan para analisis       
2 Apakah perusahaan menempatkan laporan 29 3 32 
  keuangan dari analisis manajemennya me-       
  lalui internet sebagai perluasan informasi       
3 Apakah laporan yang dipersiapkan RUPS 28 4 32 
  tahunan berisi informasi lebih dari cukup       
  sehingga memungkinkan analisis investasi       
  menilai kinerja keuangan dan non keuangan       
  perusahaan       
Jumlah  86 10 96 
Sumber : Data primer, 2015 
Tabel 4.7 yakni persepsi responden mengenai transparansi dengan 
pertanyaan apakah perusahaan selalu memberikan laporan keuangan dan 
analisis manajemennya untuk dibagikan para analisis, maka dari jawaban 
responden sebagian besar memberikan jawaban Ya. 
Kemudian pertanyaan bahwa  apakah perusahaan menempatkan laporan 
keuangan dari analisis manajemennya melalui internet sebagai perluasan 
informasi, maka sebagian besar responden memberikan jawaban Ya, dan 
pertanyaan bahwa laporan yang dipersiapkan RUPS tahunan berisi informasi 
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yang lebih dari cukup maka responden memberikan jawaban Ya. Berdasarkan 
persepsi responden maka akan disajikan perhitungan tingkat prosentase 
mengenai transparansi yaitu sebagai berikut : 
   86 
% transparansi   =                    x 100% 
   96 
     =  89,58% 
Dari perhitungan tersebut di atas maka tingkat prosentase mengenai 
transparansi sebesar 89,58%, hal ini dapat diinterprestasikan bahwa 
pelaksanaan transparansi sudah dilakukan dengan baik oleh PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar. 
 
2) Persepsi Responden mengenai Kemandirian PT BNI, Tbk.  
    Cabang Makassar 
 
Adapun tanggapan responden mengenai kemandirian dalam  
pelaksanaan tata kelola perusahaan khususnya pada PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar dapat disajikan melalui tabel     
berikut ini : 
Tabel 4.8. Persepsi Responden mengenai Kemandirian dalam pelaksanaan GCG 
pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak responden 
1 Apakah pelaksanaan anggaran dasar dan 28 4 32 
  anggaran rumah tangga perusahaan dilak-       
  sanakan secara konsekuensi dan konsis-       
  tensi untuk semua anggaran perusahaan       
2 Apakah perusahaan memiliki standar  28 4 32 
  profesional untuik personil       
Jumlah  56 8 64 
Sumber : Data primer, 2015 
Tabel 4.8 yakni persepsi responden dalam prinsip kemandirian pada      
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar, dengan 
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pertanyaan apakah pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
perusahaan dilaksanakan secara konsekuensi dan konsistensi untuk semua 
anggaran  perusahaan, sebagian besar responden memberikan jawaban Ya. 
pertanyaan apakah perusahaan memiliki standar professional untuk personil, 
maka responden memberikan jawaban Ya, sehingga akan dilakukan  
perhitungan % kemandirian dalam pelaksanaan GCG yaitu sebagai berikut : 
     56  
% Kemandirian  =                       x 100% 
     64 
     =  87,50% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa 
setiap prinsip kemandirian dalam pelaksanaan GCG pada PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar sudah terwujud. 
 
3) Persepsi Responden mengenai prinsip akuntanbilitas pada  PT BNI, Tbk.  
    Cabang Makassar 
 
Adapun prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan GCG pada PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero), Tbk. CAbang Makassar yang dapat disajikan pada 




Tabel 4.9. Persepsi Responden mengenai prinsip Akuntanbilitas dalam 




Jawaban  Total 
Ya Tidak responden 
1 Apakah perusahaan memiliki pedoman 29 3 32 
  corporate governance yang tertulis dimana       
  didalamnya mengatur secara rinci menge-       
  nai pengungkapan       
2 Apakah perusahaan mempunyai pejabat 29 3 32 
  khusus semacam complience officer yang       
  bertugas untuk memastikan bahwa perusa       
  sahaan sepenuhnya taat pada hukum dan       
  aturan perundangan yang ada       
3 Apakah perusahaan mempunyai pedoman 29 3 32 
  kode etik dan tingkah laku yang tertulis       
Jumlah  87 9 96 
Sumber : Data primer, 2015 
Berdasarkan tabel 4.9 yakni prisnip akuntanbilitas dalam pelaksanaan 
GCG pada  PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
dengan pertanyaan bahwa apakah perusahaan memiliki pedoman corporate 
governance yang tertulis dimana didalamnya mengatur secara rinci mengenai 
pengungkapan, maka sebagian besar responden memberikan jawaban Ya. 
kemudian pertanyaan bahwa apakah perusahaan mempunyai pejabat khusus 
semacam complience officer yang bertugas untuk memastikan bahwa 
perusahaan sepenuhnya taat pada hukum dan aturan perundangan yang ada, 
maka responden lebih banyak memberikan jawaban Ya, sedangkan pertanyaan 
bahwa apakah poerusahaan mempunyai pedoman kode etik dan tingkah laku 
yang tertulis, didominasi jawaban terbanyak responden adalah Ya, seshingga 
akan disajikan tingkat prosentase yaitu sebagai berikut : 
                 87 
% Tingkat akuntanbilitas  =                 x 100% 
      96 
        = 90,63% 
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Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
prinsip akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik, sehingga pelaksanaan 
akuntanbilitas sudah terwujud. 
d) Persepsi Responden mengenai prinsip Keterbukaan pada  PT BNI, Tbk.  
    Cabang Makassar 
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner maka akan disajikan tanggapan 
responden mengenai prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan GCG yang      
dapat disajikan pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.10. Persepsi Responden mengenai prinsip Keterbukaan dalam 
pelaksanaan GCG pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), 
Tbk. Cabang Makassar 
 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak Responden 
1 Apakah semua pemegang saham diberi tahu 29 3 32 
  mengenai adanya RUPJS tahunan paling        
  sedikit 23 hari sebelumnya       
2 Apakah terdapat usaha untuk mendorong 31 1 32 
  semua pemegang saham agar menghadiri       
  dan memberikan suaranya dalam RUPJS       
3 Apakah RUPJS memutuskan hal mengenai  32 0 32 
  penunjukan penilaian kinerja kompensasi       
  untuk direksi dan komisaris serta penunjukan       
  auditor internal       
Jumlah  92 4 96 
Sumber : Data primer, 2015 
Berdasarkan tabel 4.10 yakni persepsi responden mengenai prinsip 
keterbukaan dengan pertanyaan bahwa apakah semua pemegang saham diberi 
tahu mengenai adanya RUPJS tahunan paling sedikit 23 hari sebelumnya, maka 
responden sebagian besar memberikan jawaban Ya. Kemudian pertanyaan  
Apakah terdapat usaha untuk mendorong semua pemegang saham agar 
menghadiri dan memberikan suaranya dalam RUPJS, maka sebagian besar 
responden memberikan jawaban Ya. Kemudian pertanyaan bahwa Apakah 
RUPJS memutuskan hal mengenai penunjukan penilaian kinerja kompensasi 
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untuk direksi dan komisaris serta penunjukan auditor internal, didominasi 
jawaban terbanyak responden adalah Ya. Dalam hubungannya dengan uraian 
tersebut di atas maka akan disajikan % prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan 
GCG yaitu sebagai berikut : 
            92  
% Keterbukaan pelaksanaan GCG   =                   x 100% 
                       96 
               =  95,83% 
Dari tingkat prosentase mengenai keterbukaan dalam pelaksanaan GCG 
maka dapat dikatakan bahwa prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan GCG 
sudah dilakukan dengan biak sehingga prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan 
GCG sudah terwujud. 
 
e) Persepsi Responden mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan GCG 
Adapun persepsi responden mengenai pertanggungjawaban dalam 
pelaksanaan GCG pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang 
Makassar dapat disajikan melalui tabel berikut ini : 




Jawaban  Total 
responden Ya Tidak 
1 Apakah perusahaan memiliki daftar saham 28 4 32 
  
yang dimiliki oleh anggota direksi dan 




Apakah perusahaan memiliki daftar saham 
yang dimiliki oleh anggota keluarga direksi 
dan komisaris untuk kelengkapan 29 3 32 
3 Apakah direksi dan komisaris ikut berperan  28 4 32 
  
mengidentifikasi dan menyeleksi ahli dari 
luar       
  
bila keahlian yang dibutuhkan tidak dimiliki 
oleh direksi ataupun staf perusahaan       
Jumlah  
  85 11 96 




Berdasarkan tabel 4.11 yakni persepsi responden dengan prinsip 
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pada PT. Bank Negara Indonesia 
(Persero), Tbk. Cabang Makassar, dimana untuk pertanyaan Apakah 
perusahaan memiliki daftar saham yang dimiliki oleh anggota direksi dan 
komisaris, maka sebagian besar responden memberikan jawaban Ya. Kemudian  
pertanyaan bahwa Apakah perusahaan memiliki daftar saham yang dimiliki oleh 
anggota keluarga direksi dan komisaris untuk kelengkapan, jawaban terbanyak 
responden adalah Ya. Sedangkan pertanyaan  apakah direksi dan komisaris ikut 
berperan mengidentifikasi dan menyeleksi ahli dari luar bila keahlian yang 
dibutuhkan tidak dimiliki oleh direksi ataupun staf perusahaan, maka didominasi 
jawaban terbanyak responden adalah Ya.  
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka akan disajikan 
perhitungan tingkat % prinsip pertanggungjawaban dalam pelaksanaan GCG 
yaitu sebagai berikut : 
           85 
% Pertanggungjawaban   =                         x 100% 
           96 
        =  88,54% 
Dari hasil perhitungan tingkat prosentase pertanggungjawaban, maka 
dapat dikatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam pelaksanaan GCG 
sudha baik sehingga pelaksanaan GCG sudah terwujud pada PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makasar. Dalam hubungannya dengan uraian 
tersebut di atas maka akan disajikan hasil penilaian GCG yang dapat disajikan 




Tabel 4.12. Hasil Penilaian Pelaksanaan GCG pada PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero), Tbk. Cabang Makassar 
 
No Keterangan Prosentase Keterangan 
1 Transparansi 89,58 Sangat terwujud 
2 Kemandirian 87,50 Sangat terwujud 
3 Akuntabilitas 90,63 Sangat terwujud 
4 Keterbukaan 95,83 Sangat terwujud 
5 Pertanggung jawaban 88,54 Sangat terwujud 
Total 452,08 
Sangat terwujud 
Rata rata 90,42 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan tabel 4.12 yakni pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh     
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar yang 
menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sudah dilakukan dengan baik. Hal ini 
dapat dilihat dari prinsip transparansi sudah dilakukan dengan baik, kemudian 
dilihat dari kemandirian dalam pelaksanaan GCG sudah dilakukan dengan baik, 
begitu pula dengna prinsip akuntanbilitas, keterbukaan dan pertanggungjawaban 
semuanya sudah dilakukan dengan baik oleh perusahaan PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar. 
 
4.2.4.  Peran Internal Audit dalam Pelaksanaan GCG pada PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
 
Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang dilakukan oleh orang 
dalam bagian peruahaan terhadap seluruh operasional yang terjadi di 
perusahaan guna membantu pihak manajemen dalam melakukan tanggung-
jawab dalam meningkatkan proses tata kelola organisasi agar proses tersebut 
mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. 
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas, maka akan 
dilakukan penilaian peran internal audit dalam meningkatkan GCG pada PT. 
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Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makasar yang diukur dengan 
compliance test dan internal business consulting. Untuk lebih jelasnya akan 
disajikan analisis data mengenai peran internal auditor terhadap penilaian GCG 
yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4.13. Persepsi Responden mengenai Complience Test pada PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak Responden 
1. 
 
Apakah dalam menjalankan tugas sebagai 
auditor melaksanakan audit kepatuhan terhadap 
per undang undangan yang berlaku di dalamnya       
  a. Undang undang persero ? 29 3 32 
  
b. Undang undang mengenai komite audit atau 
komite pengawasan 30 2 32 
  
c. Undang undang penerapan praktik GCG pada 
perusahaan ? 29 3 32 
2. 
 
Apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai 
auditor melakukan penelaahan kinerja korporat 29 3 32 
  melalui mekanisme audit keuangan dan audit       
  operasional       
3. 
 
Apakah auditor memelihara dan mengamankan 
aktiva perusahaan  32 0 32 
Jumlah  149 11 160 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan tabel 4.13 yakni persepsi responden mengenai compliance 
test, maka  untuk menjalankan tugas sebagai auditor dilihat dari kepatuhan 
terhadap perundang-undang yang berlaku didalamnya, maka sebagian beasr 
responden memberikan jawaban setuju. Hal ini dapat dikatakan bahwa 
responden sebagian besar memberikan jawaban Ya. Kemudian apakah dalam 
menjalankan tugasnya sebagai auditor melakukan penelaahan kinerja korporat 
melalui mekanisme audit keuangan dan audit operasional, rata-rata responden 
memberikan jawaban Ya, sedangkan pertanyaan apakah auditor memelihara 




Berdasarkan persepsi responden maka akan disajikan perhitungan   
tingkat prosentase mengenai compliance test yaitu sebagai berikut : 
             149 
% Complience Test    =                      x 100% 
             160 
             =  93,13% 
Dari persepsi responden maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 
compliance test sudah dapat meningkatkan GCG pada perusahaan PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar. 
Selanjutnya dari penyebaran kuesioner maka akan disajikan persepsi 
responden mengenai internal business consulting yang dapat dilihat pada tabel 
yaitu sebagai berikut : 
Tabel 4.14. Persepsi Responden mengenai Internal Business Consulting pada  
                   PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
No Pertanyaan 
Jawaban  Total 
Ya Tidak Responden 
1 
 
Apakah internal audit memberi nasehat 
kepada manajemen ? 29 3 32 
2 
 
Apakah internal audit memastikan bahwa 
GCG telah dilaksanakan ? 30 2 32 
3 
 
Apakah internal audit melakukan 
penelaahan peraturan GCG 29 3 32 
Jumlah  88 8 96 
Sumber : Hasil olahan data 
Berdasarkan tabel persepsi Responden mengenai Internal Business 
Consulting pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
dengan pertanyaan bahwa apakah internal audit memberi nasehat kepada 
manajemen, rata-rata responden memberikan jawaban Ya, kemudian apakah 
interna audit memastikan bahwa GCG telah dilaksanakan, jawaban terbanyak 
responden adalah Ya, sedangkan pertanyaan mengenai apakah internal audit 
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melakukan penelaahan peraturan GCG, jawaban terbanyak responden adalah 
Ya. Sehingga akan disajikan perhitungan tingkat % mengenai internal business 
consulting yaitu : 
        88 
% Internal Business Consulting   =                   x 100% 
        96 
         =  91,67% 
Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa 
internal business consulting sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat 
meningkatkan GCG, dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas akan 
disajikan tabel hasil penilaian mengenai peran internal audit dalam meningkatkan 
GCG melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.15. Hasil Penilaian mengenai Peran Internal Audit dalam Meningkatkan 
        GCG 
No Keterangan Prosentase Keterangan 
1 Complience test 93,13 Sangat berperan 
      dalam meningkat 
      kan GCG 
2 Internal business consulting 91,67 Sangat berperan 
      dalam meningkat 
      kan GCG 
Total  184,79 Sangat berperan 
Rata-rata  92,40 
dalam meningkat 
kan GCG 
Sumber : Hasil olahan data 
    
Berdasarkan tabel 4.15 yakni hasil penilaian internal audit dalam 
meningkatkan GCG pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang 
Makassar yang menunjukkan bahwa peran internal audit sudah dapat 
meningkatkan GCG. Hal ini dapat dilihat dari hasil persepsi responden mengenai 
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compliance test yang sudah dapat meningkatkan GCG, dan selain itu Internal 
audit sudah dapat berperan dalam meningkatkan GCG. 
 
4.3. Pembahasan 
Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dalam menganalisis peran 
internal audit terhadap peningkatan tata kelola perusahaan (good corporate 
governance). dimana dari hasil analisis mengenai pelaksanaan internal audit 
dalam melakukan pemeriksaan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), 
Tbk. Cabang Makassar maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 
inernal audit sudah dilakukan secara memadai, hal ini dapat dilihat dari 
independensi dalam melakukan audit sudah dilakukan secara memadai. 
Kemudian dari hasil analisis data penelitian dilihat dari kemampuan 
professional yang dimiliki oleh internal audit sudah dilakukan secara memadai, 
selanjutnya dari hasil penilaian lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Internal 
audit sudah dilakukan secara memadai dan selain itu dalam pelaksanaan 
kegiatan khususnya internal audit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), 
Tbk. Cabang Makassar sudah dilakukan secara memadai. 
Selanjutnya dari hasil analisis data penelitian dilihat dari prinsip-prinsip 
GCG pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar 
dilihat dari transparansi yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik sehingga 
pelaksanaan GCG sudah transparan. Kemudian dilihat dari kemandirian 
dimana PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar sudah 
melakukan dengan baik sehingga pelaksanaan GCG sudah terwujud, 
selanjutnya dilihat dari akuntanbilitas dimana dari persepsi responden sudah 
memberikan jawaban bahwa pelaksanaan GCG sudah terlaksana dengan baik. 
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Selanjutnya dilihat dari prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan GCG 
maka dari hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa prinsip 
keterbukaan sudah dikelola dengan baik sehingga tata kelola perusahaan 
sudah terlaksana, dan selain itu dilihat dari keterbukaan dan pertanggung-
jawaban sudah dilakukan dengan baik setiap pelaksanaan tata kelola 
perusahaan terwujud. 
Kemudian peran internal audit terhadap peningkatan tata kelola 
perusahaan, dimana dari hasil analisis data penelitian yang menunjukkan 
bahwa internal audit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang 





Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini maka akan ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu 
sebagai berikut : 
1) Hasil analisis penelitian ini mengenai pelaksanaan audit internal yang 
dilakukan oleh Internal Auditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), 
Tbk. Cabang Makassar sudah dilakukan secara memadai dengan hasil 
persentase sebesar 82,55%, hal ini didukung oleh tingkat independensi 
internal audit sudah dilakukan dengan baik, dan selain itu kemampuan 
professional, lingkungan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan 
sudah dilakukan secara baik. 
2) Hasil analisis mengenai tata kelola perusahaan (GCG) pada PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar yang menunjukkan 
bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan perbankan sudah terwujud 
dengan persentase sebesar 90,42%, karena dalam tata kelola perusahaan 
sudah didukung oleh adanya transparansi, kemandirian, akuntanbilitas, 
keterbukaan dan pertanggung-jawaban. 
3) Hasil analisis mengenai peran internal audit maka dari hasil analisis data 
penelitian ini peran internal audit sudah berperan dalam meningkatkan GCG 
pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Makassar dengan 











Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1) Disarankan untuk lebih meningkatkan kompetensi internal auditor melalui 
pendidikan dan pelatihan mengenai audit. 
2) Disarankan pula agar lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang 
selama ini dilakukan guna mendukung efektivitas pencapaian tujuan dan 
sasaran perusahaan. 
3) Disarankan agar perlunya meningkatkan peran internal auditor dalam 





Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh 
Akuntan Publik. Jilid Satu, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Arens, A.A., Elder, R.J., Beasley, M.S. 2011. Auditing and Verification Services: 
Integrated Approach. Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan 
Terpadu. Alih Bahasa oleh Tim Dejakarta, Edisi Kesembilan. Jakarta: 
Indeks. 
 
Champion, Dean J., 1990. Basic Statistic for Social Research. San Fransisco: 
Chandler Publisher. 
 
Christine Dwi Karya Susilawati. 2013. "Peranan Internal audit Dalam Penerapan 
Good Corporate Governance Yang Efektif (Studi Kasus PT. XYZ, 
Bandung)." Jurnal Akuntansi. 
 
Dewitasari, Resa. 2009. Pengaruh Audit Intern dan Pengendalian Intern 
Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) (Studi Kasus 
Pada Salah Satu BUMN di Jakarta. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta 
 
Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Penerbit Universitas 
Diponegoro. Semarang. 
 
Halim, Abdul. 2008. Auditing, Dasar-Dasar Prosedur Pengauditan Laporan 
Keuangan. Cetakan Kedua. Jakarta: UPP AMP YKPN. 
 
Harahap, Sofyan, S. 2002. Menuju Perumusan Akuntansi Islam, Penerbit : 
Pustaka Quantum, Jakarta 
 
Hery. 2010. Potret Profesi Internal Audit. Bandung: Alfabeta. 
 
Ketut, Rinjin. 2004. Etika Bisnis dan Implemantasinya, Gramedia Pustaka Utama 
Jakarta 
Messier, Glover & Prawit. 2005. Auditing & Assurance Services a Systematic 
Approach. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. 
Misya Kurnia Lahu. 2011. "Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Penerapan 
Good Corporate Governance Pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. 
Jakarta." Skripsi STIE Perbanan Surabaya. 
 
Mulyadi. 2009. Auditing. Buku Satu, Cetakan Keenam. Jakarta : Salemba Empat. 
 
Moeljono, Djokosantoso. 2005. Cultured, Budaya Organisasi dalam Tantangan. 
Jakarta: Elex Media Komputindo. 
Noke, Kiroyan. 2006. ”Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social 




Putra, Vicky Dzaky Cahaya. 2014. "Peran Internal Audit Dalam Upaya 
Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung)." Skripsi 
Universitas Widyatama Bandung 
 
Rahayu Siti Kurnia. 2010. Auditing, Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan 
Akuntan Publik. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Graha Ilmu. 
 
Rezeki, Nur Asrifa Salam. 2011. Peranan Audit Internal dalam Penerapan Good 
Corporate Governance Pada PT. Bank XYZ Tbk Kanwil X. Skripsi 
Universitas Hasanuddin Makassar 
Sawyer, Lawrence B, Mortimer A. Dittemhofer, dan James H. Schiener. 2006. 
Internal Auditing, Internal Audit, Terjemahan: Desi Adhariani.  Buku Dua, 
Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Syahroza. 2002. Good Corporate Governance. Edisi Pertama, Jakarta: 
Gramedia. 
 
Steffiornis Andini Lopang. 2012. "Peranan Internal Audit Terhadap Penerapan 
Good Corporate Governance Pada PT. Bank Sulselbar." Skripsi 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
 
Tampubolon, Robert. 2005. Risk and System-Based Internal Auditing. Cetakan 
Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo.  
 
Tugiman, Hiro. 2006. Standar Profesional Internal Audit. Cetakan Kesembilan. 
Bandung: Kanisius. 
 
Valery G Kumaat. 2011. Internal Audit. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: 
Erlangga. 
 
Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik : Fascho 
Publishing. 
 
Zarkasyi, Moh, Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance Pada Badan 
Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Cetakan 










































Nama    : Andi Sultan Mattonrokang 
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 04 Agustus 1992 
Jenis Kelamin   : Laki-Laki 
Alamat Rumah  : Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 47 Sungguminasa 
No. HP   : 085696696123 




 SD Negeri 1 Sungguminasa 
 SMPN 1 Sungguminasa 
 SMA Islam Athirah Makassar 
 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 
 
Pendidikan Non Formal: 
 Bimbingan Belajar JILC Cabang Makassar 
 Bimbingan Belajar ELC Cabang Makassar 
 
Pengalaman 
 Makassar Model United Nations 2012 
 
Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
Makassar,  24  Agustus 2015 
 








PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE PADA PT BANK NEGARA INDONESIA 




A. DATA RESPONDEN 
Butir pertanyaan diisi dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi 
Bapak/Ibu/Saudara di dalam kotak jawaban yang telah disediakan 
1. Nama    : 
2. Umur   : 
3. Jenis Kelamin  :        Laki-Laki Perempuan 
4. Pendidikan Terakhir  :        D3          S1          S2             S3 
5. Lama Bekerja  :         1 - 3 tahun 
                                              4 – 5 tahun 
                                              Diatas 5 tahun  
6. Jabatan  : 
                                
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Isilah setiap daftar pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang 
saudara anggap paling sesuai 





















1 Apakah hubungan departemen internal audit 
dengan departemen yang diperiksa berlaku 
hanya pada saat dilakukan audit, bukan 
sebagai mitra dalam menyelesaikan tugas 
  
2 Apakah dalam menjalankan tugasnya, internal 
audit telah memeriksa kegiatan dimana 
mereka memiliki kewenangan atau 
tanggungjawab didalamnya 
  
3 Apakah hasil pekerjaan internal audit ditinjau 
dahulu sebelum laporan pekerjaan 
dikeluarkan, dengan tujuan untuk memberikan 
jaminan bawah pekerjaan internal audit telah 
dilaksanakan secara objektif 
  
4 Apakah auditor internal bertanggung jawab 
kepada unit internal audit 
  
5 Apakah internal audit tidak mempunyai 
hubungan kekerabatan dengan salah seorang 
manajer atau staf dari objek yang sedang 
diaudit 
  
6 Apakah antara internal audit dengan bagian 
dari objek yang sedang diaudit tidak sering 
terjadi konflik saat pengungkapan yang benar 
  
7 Apakah internal audit mempunyai akses 
kepada komite pengawasan 
  
 







1 Apakah setiap staf internal audit mendapatkan 
sanksi jika pekerjaan yang dilaksanakan tidak 
sesuai dengan standar profesi berlaku 
  
2 Apakah bagian internal audit memiliki pegawai 
yang berkualifikasi dalam berbagai disiplin 
ilmu untuk melaksanakan tanggungjawab 
pemeriksanaan 
  
3 Apakah staf internal audit telah dan lulus 
dalam menjalani pelatihan bidang intenal audit 















1 Apakah dalam menentukan keandalan 
informasi, pihak audit intern juga melakukan 
pengawasan yang efektif termasuk 
penyimpangan catatan dan pelaporan 
  
2 Apakah dalam melaksanakan pekerjaannya, 
internal audit bertugas memastikan bahwa 
sistem yang ditetapkan oleh perusahaan telah 
sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, dan 
prosedur yang diterapkan 
  
3 Apakah jika pihak internal audit menemukan 
penyimpangan dari standar operasional yang 
digunakan untuk mengukur keekonomisan dan 
efisiensi penggunaan sumber daya maka 
internal audit perlu memberitahukan kepada 
pihak yang bertanggungjawab agar dapat 











1 Apakah pihak internal audit harus memperoleh 
informasi dasar tentang kegiatan yang akan 
diperiksa guna pembuatan perencanaan 
pemeriksaan 
  
2 Apakah pihak internal audit harus 
mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi 
dengan pihak manajemen sebelum 
mengeluarkan laporan akhir 
  
3 Apakah staf internal audit sangat perlu 
melakukan monitor terhadap tindak lanjut 
untuk memastikan bahwa pihak manajemen 
telah melakukan tindakan yang tepat terhadap 




















1 Apakah perusahaan selalu memberikan 
laporan keuangan dan analisa manajemennya 
untuk dibagikan kepada para analis 
  
2 Apakah perusahaan menempatkan laporan 
keuangan dan analisa manajemennya melalui 
internet sebagai perluasan informasi 
  
3 Apakah laporan yang dipersiapkan RUPS 
tahunan berisi informasi lebih dari cukup 
sehingga memungkinkan analis investasi 











1 Apakah pelaksanaan anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga perusahaan 
dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten 
untuk semua anggota perusahaan 
  
2 Apakah perusahaan memiliki standar 










1 Apakah perusahaan memiliki pedoman 
corporate governance yang tertulis dimana di 
dalamnya mengatur secara rinci mengenai 
pengungkapan 
  
2 Apakah perusahaan mempunyai pejabat 
khusus (semacam compliance officer) yang 
bertugas untuk memastikan bahwa 
perusahaan sepenuhnya taat pada hukum dan 
aturan perundangan yang ada 
  
3 Apakah perusahaan mempunyai pedoman 
















1 Apakah semua pemegang saham diberi tahu 
mengenai adanya RUPS tahunan paling 
sedikit 28 hari sebelumnya 
  
2 Apakah terdapat usaha untuk mendorong 
semua pemegang saham agar menghadiri, 
dan memberikan suaranya dalam RUPS 
  
3 Apakah RUPS memutuskan hal mengenai 
penunjukkan, penilaian kinerja, kompensasi 
untuk direksi dan komisaris, serta 










1 Apakah perusahaan memiliki daftar saham 
yang dimiliki oleh anggota direksi dan 
komisaris 
  
2 Apakah perusahaan memiliki daftar saham 
yang dimiliki oleh anggota keluarga direksi dan 
komisaris untuk kelengkapan data kepemilikan 
saham perusahaan 
  
3 Apakah Direksi dan komisaris ikut berperan 
mengidentifikasi dan menyeleksi ahli dari luar 
bila keahlian yang dibutuhkan tidak dimiliki 















Peran Internal Audit Terhadap GCG  
Compliance Audit 
Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah dalam menjalankan tugas sebagai auditor, 
auditor melaksanakan audit kepatuhan terhadap 
perundang-undangan yang berlaku diantaranya : 
a. Undang-Undang Persero ? 
b. Undang-undangan mengenai komite audit atau 
komite pengawas ? 
c. Undang-undang penerapan praktik GCG pada 
perbankan ? 
2. Apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor 
melakukan penelaahan kinerja korporat melalui 
mekanisme audit keuangan dan audit operasional 




Internal Business Consulting 
Pertanyaan Ya Tidak 
1. Apakah auditor internal memberi nasihat kepada 
manajemen ? 
2. Apakah auditor internal memastikan bahwa 
GCG telah dilaksanakan ? 
3. Apakah auditor internal melakukan penelahaan 






Lampiran 3 :  Hasil tabulasi jawaban responden mengenai  Identitas 
Responden 
 
No Profil responden berdasarkan : 
resp Age gent P-T L-B Jab 
1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 
4 2 1 1 2 1 
5 2 1 1 2 1 
6 2 1 1 2 1 
7 2 1 1 3 1 
8 2 1 2 2 1 
9 2 1 2 3 1 
10 2 2 2 3 1 
11 2 2 2 2 2 
12 2 2 2 3 2 
13 3 2 2 2 2 
14 3 2 2 3 2 
15 3 2 2 3 2 
16 3 2 2 3 2 
17 3 2 2 3 2 
18 3 2 2 2 2 
19 3 1 2 2 2 
20 3 1 2 2 2 
21 3 1 2 2 2 
22 3 1 2 2 2 
23 3 1 2 3 3 
24 4 1 2 3 3 
25 4 2 3 3 3 
26 4 2 3 3 3 
27 4 2 3 3 3 
28 4 2 3 3 3 
29 4 2 2 3 3 
30 4 1 2 3 3 
31 4 1 2 3 3 





Lampiran 4 : Hasil tabulasi jawaban responden mengenai Audit internal 
pada PT.Bank negara indonesia Tbk Cabang Makassar 
        
 



































1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
9 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
12 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
14 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
15 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
16 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
20 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
21 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
22 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 




Lampiran 5 : Hasil tabulasi jawaban responden mengenai Pelaksanaan 
GCG pada PT.Bank negara indonesia Tbk Cabang Makassar 





































1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
9 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
10 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
11 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





Lampiran 6 : Hasil tabulasi jawaban responden mengenai peran internal 
auditor dalam meningkatkan  GCG pada PT.Bank Negara 
Indonesia Tbk Cabang Makassar   
 
No Complience test I. Business consulting 
resp A1 B1 C1 CA2 CA3 IB1 IB2 IB3 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 
3 0 1 0 0 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 1 1 1 1 1 1 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 0 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 
































Lampiran  8 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 
Per-09/MBU/2012   
101 
 
  
102 
 
 
